Kemenag Se-Kalimatan Selatan Terima DIPA Tahun 2020
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https://kalsel.kemenag.go.id/berita/520922/Kemenag-Tala-Terima-DIPA-2019

Dana yang kami terima akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan dana DIPA
sepenuhnya untuk pelaksanaan tugas-tugas Kemenag Tapin,” terangnya diacara penyerahan DIPA
Petikan 2020 dan penandatangan pakta Integritas yang dihadiri oleh beberapa instansi vertikal
kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah.

Ka.kankemenag mengatakan dengan adanya penyerahan DIPA ini mudah-mudahan
Kemenag Tapin di tahun 2020 bisa berjalan dengan baik dan penyusunan program sesuai dengan
jadwal, supaya semuanya bisa terserap dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan harapan serta
mengacu pada Perundang-undangan yang berlaku.

Dikesempatan itu kepala KPPN Barabai Dayu Rusanto mengungkapkan ada 90 DIPA yang
akan diserahkan oleh KPPN dan disamping penyerahan dipa hari ini juga diadakan penandatangan
fakta integritas antara kuasa pengguna anggaran dengan kppn dan dengan kepala kantor dirjen

pemberdaharaan wilayah Kalsel.
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Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri empat kategori yakni:

1.

Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran;

2. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan;
3.
4. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan.

Kepatuhan Terhadap Regulasi;

12 Indikator Penilaian dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu:

1.
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Penyerapan Anggaran (bobot 20%);
Penyelesaian Tagihan (bobot 20%);

Deviasi Halaman 111 DIPA (bobot 5%);

Data Kontrak (bobot 10%);

Pengelolaan Uang Persediaan (UP) (bobot 10%);
Revisi DIPA (bobot 5%);
Pengembalian/Kesalahan SPM (bobot 5%);
Retur SP2D (bobot 5%);

Penyampaian LPJ Bendahara (bobot 5%);

10. Renkas/ RPD Harian (bobot 5%);
11. Nilai Pagu Minus Belanja Pegawai (bobot 5%);
12. Dispensasi Pengajuan SPM (bobot 5%).

(Sumber:  https://djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/painan/id/berita/berita-terbaru/202-berita-kantor-

pelayanan-perbendaharaan-negara/2845-sosialisasi-indikator-kinerja-pelaksanaan-

anggaran.html)
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